
FEMERINTAH KABUPATEN FAOTAN 
FERATURAN DAERAH KABUFATEN PAOTAN 

NOMOR 12 TAHUN 2002 
TENTANG 

REIRIBUSIFEMERIKSAANALATFEMADAMKEBAKARAN 
DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA 

BUPATlFACrrAN. 

Mnumbaog : : a bidiwa dalam ran^ca pmiog^cataQ Fend^atan Asli Daerah, guna 
pembi^aan penyeleq^araan pemeriatahan dan pembaugunan daerah, 
perlu peuggalian mnd>er-Bumber Fendapatan Asli Daerah; 

b. babwa dengan ditetipkaniiya Ferabaan Femerintab Nomor 66 Tafaun 
2001 tentaog Retribusi D a e r ^ retribusi pemenksaan alat pemadam 
kebakaran mengiakan Rehiburi Daerah; 

c. babwa nntidr mennmgut retribusi sebagaimana dimaksud pada tnmif a, 
peiiu ditetapkao dalam Peraturan Daerah. 

Mcqgiiigat : 1, UndaDg-Undai^ Nomn- 12 tafaun 1950 teotoig Pembentukan Daerdi-
daerah Kabupaten Dalam Ling^omgaa Fnqitasi JawaTimur; 

2. Undang-nndang Nomor 1 Tidnm 1970 tenlaqg Keselamatan Kerja 
(I^imbaranNegara Tafaun 1970 N(nnor l,T8mbalim] Lembaran Negma 
Nomor 2918); 

, 3. Undang-Undspg Nnnor 8 Tsfaim 1981 tentaog Hukmn Acara Pidana 
(LembaranNegvaTahun 1981 Nomor 76, Tanbsdian Lend?aran Negara 
Nomor 3209); 

4. Undang-imdaiig Nomor 18 Tafaun 1997 teotang Fajak Daerah dm 
Retribnsi Daerah (LembarmNegara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahm 
Lembaran Negara Nomor 3685) yang telafa dhd^ab deqgan Undang-
ucdms Nomo-34 Tafaun 2000 (Lembaran Negara T^nm 2000 Nono-
246, Tambahao Lentbaran Negara Nomo' 4048); 

5. Undaqg-Dndang Nomn- 22 Tifann 1999 tentaog Femerintafaan Daerah 
(Lembaan Negara Tahn 1999 Nonor 60, Tambsfam Lembarm 
NegaraNomor 3839); 



6. Peraturan Pemerint^ Komor 27 Tahm 1983 teotang PelaksanaaD 
Undang-UodaDg Nomor 8 Tahuo 1981 Teotmg Hukum Acara Pidana 
(Len^arm Negara 1983 Nomor 6, Tambahao Lembarao Negara 
Noiiior3258); ' 

7. Ferahiraa Femerintah Nomor 25 Tafaun 2000 tentang Kewenangan 
Femerintah dan Keweoaqgan Pnopinri Sebagai Daer^ Otonom 
(Lembaran Negara Tahn 2000 Ncnnor 54. Tambahm Lembarm 
Negva Nomor 3952); 

8. Feratum Femerintah Nomor 66 T^im 2001 tentaog Retribusi Daerdi 
(Lembarm Negara Tahm 2001 Nomor 119. Tambahm Lembarm 
Negara Nomor 4139); • . 

9. Keputusm Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahm 1997 teotang 
Pei^dik Fegawai Negeri Sipil Dilin^bngm Femerintah Daerah; 

10. Keputusm Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Fedomm Tata Cma Femuogutm Retribusi Daerah; 

ILKeputusm Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tafaun 1997 tentang 
Fedomm Tata Cara Femeriksam Dibidang Retribusi Daerah; 

12. Keputusm Menteri Dalam Negeri dm Otooomi Daerah Nomor 21 
Trinm 2001 tentaqg .Trimik Penyusunm dm Materi Muatan Produk-
produk Hrimm Daerah; 

13. Keputusm Menteri Dalam Negeri dm Otooomi Daerah Nomor 22 
Tahm 2001 teidangBenhdcFivAdc-prodricHulaimDaer^; r.. 

14. Feraturm Daerafa Kabqraten Daerah Tingkat Q Padtm Nomor 7'Ddwn 
1988 tertfang Fen^dik Pegawai Negeri Sq>il D'llw^axag^ Femerintrii 
Kabiqj^Facitaa. . 

Dengm persetnjum . 
DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACTTAN 
M E M U T U S K A N : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACTTAN TENTANO 
RETRIBUSI FEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN. 

B A B I 
KEIENTUANUMUM 

Fasal 1 
Dalmn Peratnrm Daerah ini yang dimaksud deqgm: 
a. Daerri), adalah Kahupaten Facitaa. 
b. PemerinfriiDaerrii, adalrii Femerintah Kabtq>atenPacitaa 
c Kepala Daerah. adal^BupatiPacitan. 
d. Alat pemadam kebricaran. adalah alat uotric memadamkm kebakarm 

bervpa tsbung dm faydraoL 



e. Alst perleq^o^SQ pemadmi, adalwh alat atau bahan yaqg digunakan 
untuk meleo^aqii alat-alat pemadam kebidcaran, seperti jenia Idmia 
beng>a busa Co2 dan gas dry powder serta kelmg^c^aa hidrant 

£ Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaraa yaqg selanjutoya 
disebitf Retribusi. adalah pndbiqrBraa. atai jasa pemeriksaan alat 
pemadam kebakaraa , , . , . 

g. Wajib Retribusi. adalah orang pribadi atau badan yang tmadaptt jasa 
pemeriksaau alat pemadan kebakaraa ^ 

h. Pemeriksaan. adalrii seran^bdan. kegjatan untuk menjaga Map 
berfimgsinya alat pemadam Imbricaran; 

i. Surat Ketatif)Bn Retribusi Daerrii yang selanjuti^ disingkat SKRD 
adalah surat kepiUusm yang meneohdam besaniya junlab retribusi yang 
teintang; 

j . . Feoyidikan tindak pidana dibidang ^Iribusi Daerah. adalrii 
seran^caim tmdakan yang dilriodmn oleh Fei^dik Pegawai Negeri 
Sipil yang telanjidi^ dtgiat disetnit Fenyidik. untuk mencari serta 

\ , mengunqnilkani bukti yang deogan bukti itu membuat terang tindak 
pidma dibidang retribusi yang t ^ a d i serta menenndcan tersaiigjmnya. 

BAB n 
, \ \ . , NAMAOBYEKDANSUBYEKREIRIBUSI 

Fasal 2 
Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam Imbrimran dipungpt 
retribiai sebagai pemiwyarao atas jasa pemeriksaan alat pemadam 
kebakaraa . , . . 

k - -
\ -̂ ' - ' ' \ • • h • - ' < I, 1 

Fasal3 
(1) Obyek Retribusi adalah pel^anan pemerilaaan alat pemadam 

kebdcaran yang dilskidcan olrii Femerintrii Daerah teitadap alat-alst 
pramdam kebrimran ysng dimilild olrii orang pribadi matqkua badan; 

(2) Wajib retribusi yang, telrii mendqiat pel^anan pemeriksaan alat 
, peimidam, kebakaran sebagaimana dim^CBud pada ^ a t (1) wigib 

nmnb^ar retribusi; 
Pasald 

'' Sidkyek Retritnisi adalafa orang pribadi atau badaa yang mendapadcan jasa 
pemeribBan alat pemadam kebakaraa 

B A B m 
OOLONOAN RETRIBUSI 

Fasal 5 
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaraa digolon^can sebqgai 
retribusi jasa tanuuL 

BAB IV 
SRUKTUR DAN BESARNYA TARIP REIRIBUSI 

Fasal 6 
, (1) Stniktur tarip digolongkan berdasakm jenis dan ukuran alat pemadon 

kebricaran pertabung; 



(2) stniktur dm besanqB tarip aebagaimana dmukaud pada ^ a t (1) 
ditetiqikm seb^ai berikut: 
a JmiiBusadmaejenisDya 

- Tabuogisisampai dengm 25 liter Rp.1000.-
, - Tabung iai lebih dari 25 liter Rp. 3.000.-

b. Jenis Diy Powder (8efbid{).aeaCo2.Haloo dm aejenianya 
- Berat sanqkat deqgm 6 kg Rp. 3.000,-

. - Herat lebih dari 6 kg s/d 20 kg Rp. 4.000.-
. - Berat lebih dari 20 kg Rp. 5.000.-

c. Hidract dm keleiig)uq>ani]ya permit Rp. 5.000.-
B A B V 

P E M E R I K S A A N 
^ . . . . Pasal 7 
(1) Al«4 pemadam kebricarm yaog. berdasakm pemeriksam tidak 

berRs^gsi. Femilik alat pemadam kebakaran wajib melalodom 
peitaikan; , 

(2) Alat pemadam kebakam yang berdasaikm basil pemeriksam nidah 
hdiis atau kedaluwoaa, pnmlik^;>engguaa wajib cnelakukan pengisim 
ulaog; 

(3) Pemeriksam altd pemadam kebakaran dilakukm oleh apmat daerah 
berdasaikm sur^ tugas dari pejriiat yang berwenang. 

B A B VI 
WILAYAH PEMUNOUTAN 

FssalS 
Retnlnisi yaqg terbutang dipungut diwilsyah daerah tenqiat pemeriksaan alat 
pemadam kebricaran. 

B A B VH 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT REIRIBUSI TERUTANQ 

FasaI9 
Maaa Retribusi. adalah, jangka wddu yang l ama i^ I (satu) kali 
pemeriksaan. 

Fasa l l l 
Retribusi terbutang terjadi pada saat dilerbitkamiya SKRD atau Dokumen 
lain yang di persamdEm. 

B A B V r a 
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN 

DANPENAGIHAN 
Fasal 12 

(1) Femungutm retribusi tidak dapat diboroqgkm; 



(2) Retribusi dipungut deogan menggqnfikm SKRD atau dokumen lain ysog 
dipersamakan. 

: Pasal n 
(1) Pembayaraa Retribusi yang terbutang barus dilunasi sekaligus. 
(2) Tata cara pembtgraran penyetoran dan tenqiat pemb^man Retribusi 

ditetspkan lebih loyut oleh Bupati 
BAB K 

KEIENIUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN 
Fasal U 

(1) Pelanggaraa terbad^ ketentuan dimakEud dalam pasal 3 ayat (2). Fasal 
7 dan 8 Feratman Daerah ini diancani dengan hukuman kuningan paliqg 
lama 3 (tiga) bulan olaa denda paling baayTik sebesar Rp. 5.000.000.-
(lima Jiitaitpiah); 

(2) Tindak pidana sebagumana i^maksud pada eyat (1) adalah pelanggaraa. 
PasallS, 

(1) Fejabat pegawai Negeri Stpil tertentu dilia^amgan Femerintdi 
Daerdi diberi wewenang kbusus sebagai penyidik untuk melakukan 
petgddikan tindak pidfliu dSkidang retribusi Daerah. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimdtsad pada lyat (1) adalab:; 
a. . Menerima. mencari dao mengunqnilkan serta meneliti keteraogan 

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi 
Daerah agar keterangan riau Iiporan lersrimt menjadi lebih len^c<p 
danjelaa; 

b. Meneliti. mencari dan mengumfmlkao keteratgan mengenai orang 
pribadi atau badan teotang Jcebeoaran perfmstan yang dilakukan 
sebubungan det^an tindak pidana retribusi daerah; 

c. Meminta keterangan dao briianbidcti dari orang pribadi atau badsn 
sebufmngan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

d Memeriksa buku-bukn. catatan-catatan dan tkdcumen-dokmnen lain 
berkenaan dengan tindak pidaia dibidang retribusi daerrii; 

e. Meldndmn peo^led^ian nnhdc mendqiadcan balmn Inddt 
peninikuan, pencatatan dan dtdoimen-dokumen lain serta melrioikaa 
jkeuyitaao terfaadap babao bukti tersebut; 

£ Memiota bantuan tennga dili dalam r a n ^ pelricsanaan togas 
penyelidikan tiiKtak pidam dibidang retribusi d a e i ^ ; 

g. Menyuruh berbenti. melsrang teseorang meninggalkan niapgan aria 
. tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsvng dan memeriksa 

identhas orang ariu dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud 
padahunifc; 

h. Memotret seseoraog yang beikaitan dengan tindak pidana Retribusi 
DEwrah; 

L . Memanggil orang unttdc dtdeogar keterangan dan diperiksa lebngai 
tersang^ atau a ^ i ; 

J. Mei^^ientifcan peiyidikan; 



k.. Melakukan tmdakan Imn yanig perlu untuk kelancaran penyidikBn 
, timlak pidana dibidang retribusi Daerah menunit hukum yang dfgiat 
, dipertanggungjawabkan. . ' 

(3)FeQ^dik sebagaimana dinmksud ayst (1) pasal ini memberitatadcm 
dimaiainya penyidikan dan menyonyaikan hasU pei^dikancya kepada 
pemmtut nmum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undoig-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum AcaraFidana. 

B A B X 
KETENTUAN PENUTUP 

Fass lU 
Hal-bal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah toi, sepanjang 
mengenai pelaksanaam^rimnditetapkan lebih Imjut oleh Bupati 

Pasal 17 
Feratinn Daerdi ini mulai berldoi pada tmggal diundangkan. 
Agar t e t i ^ mang dapal mengetidniiiiya. memerintahkan pengundaiQaa 
Peraturan Daerah ini dengan penenyatannya dalam Lembaran Daerah 
KabiyatenPacitOL 

DtteriyhindlFacltaa 
PadaTaiissri 8 - 7 - 2 9 0 2 



j . Men^entikan penyidikan; 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk ketancaran penyidikan 

tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya 
kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur datam 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

B A B X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalara Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 17 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

• Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada Tanggal 8 - 7 - 2002 

BUPATI PACITAN 
Cap. ttd 

S U T R I S N O 

Diundangkan di Pacitan 
Pada Tanggal 9 - 7 - 2002 

Pembina Utama Madya. 
. NIP. 510 049 978 

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2002 Nomor 10 Sen C. 


